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Dalam beberapa minggu terakhir ini, tidak dipungkiri bahwa bencana masih terjadi di
beberapa daerah di Indonesia. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
menunjukkan, per 21 Maret 2023 tercatat ada 656 kejadian bencana. Bencana alam yang
mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, yang menimbulkan
korban meninggal dunia sebanyak 105 jiwa, hilang 6 jiwa, 112 luka-luka, serta terdampak dan
mengungsi sebanyak 1.690.680 jiwa. Banyaknya jumlah pengungsi ini sejalan dengan data dari
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) yang menyatakan bahwa Indonesia masuk
dalam sepuluh negara dengan jumlah pengungsi internal terbanyak di dunia sepanjang satu
dekade terakhir. Selama tahun 2010-2021, jumlah pengungsi internal di Indonesia bahkan
meningkat hingga enam kali lipat. Angka terbesar ada di tahun 2016 yakni sebanyak 1,1 juta
jiwa. 

Pengungsi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) didefinisikan sebagai orang atau
kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu
yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Di tempat-tempat pengungsian pun
mereka hidup dengan serba darurat, trauma, was-was, dan rentan dirundung penyakit.
Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan melalui kegiatan
pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. 

Sebagai implementasi kebijakan yang terkait dengan penanganan pengungsi dibentuk
beberapa Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB). Salah satunya adalah Perka BNPB No. 7
Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
Dalam Perka BNPB No. 7 Tahun 2008 terdapat beberapa jenis bantuan, yaitu: (1) bantuan
tempat penampungan/hunian sementara (dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung
fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, dan balai desa); (2) bantuan
pangan (dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum); (3)
Bantuan nonpangan (diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat
hunian sementara pada pascatanggap darurat seperti peralatan memasak dan kompor); (4)
bantuan sandang; (5) bantuan air bersih dan sanitasi; (6) bantuan pelayanan kesehatan. Dalam
setiap bantuan tersebut terdapat standar minimal yang harus dipenuhi.

Menjadi pertanyaan kemudian, apakah pengungsi yang menjadi korban bencana alam selama
ini telah mendapatkan haknya, terutama hak atas pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana
diatur dalam Perka BNPB No. 7 Tahun 2008. Hal ini penting untuk menjadi perhatian banyak
pihak, tidak hanya BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai
lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menjamin hak pengungsi korban bencana
alam. Namun juga Kementerian Sosial melalui program pelindungan sosial korban bencana
alam. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
PENGUNGSI KORBAN BENCANA ALAM
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Sumber

Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi korban bencana alam perlu
mendapatkan perhatian banyak pihak, tak terkecuali DPR RI. Dalam menjalankan
fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan:
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Lebih lanjut, hak pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi korban bencana alam juga diberikan
kepada pengungsi anak. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(UUPA). Di dalam Pasal 60 UUPA disebutkan bahwa anak yang menjadi pengungsi dan anak
korban bencana alam dikategorikan sebagai anak dalam situasi darurat yang perlu mendapat
pelindungan khusus. Pelindungan khusus tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 62 UUPA,
meliputi: (a) pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman,
pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
dan (b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang
mengalami gangguan psikososial.
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1.    Rapat Kerja dengan BNPB untuk membahas:
Implementasi Perka BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara
Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang menjadi korban bencana
alam, terutama untuk kelompok rentan; dan
Kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang menjadi
korban bencana alam, terutama untuk kelompok rentan.

2. Rapat    Kerja    dengan    Kementerian    Sosial    untuk    membahas     program 
pelindungan sosial bagi korban bencana alam dan kendala yang dihadapi. 
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